
403 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Rekonseptualisasi Benda Hukum adat guna eksplorasi dan eksploitasi 

pertambangan mineral dan batubara yaitu konsep benda dalam hukum adat 

pada awalnya membagi benda ke dalam 2 bagian yaitu benda tanah dan 

benda bukan tanah. Pada saat itu mineral dan batubara termasuk kedalam 

benda tanah. Setelah dilakukan rekonseptualisasi dengan melakukan 

redifinisi tanah dan perluasan asas pemisahan horizontal, maka pembagian 

benda dibagi menjadi 3 yaitu benda tanah, benda bukan tanah dan benda 

dalam tanah. Benda mineral dan batubatra setelah direkonseptualisasi 

termasuk ke dalam benda dalam tanah. 

 

2. Rekonseptualisasi hak kebendaan dalam hukum adat guna pengaturan 

eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara terjadi akibat 

adanya perluasan asas pemisahan horizontal dan rekonseptualisasi benda 

dalam hukum adat.  Berkaitan dengan adanya kegiatan eksplorasi tambang 

mineral dan batubara, maka dalam kegiatan tersebut yang akan menjadi 

objek adalah rekonseptualisasi adalah bahwa dalam hukum adat berkaitan 

dengan hak menikmati dari hasil dari tanah, akan tetapi setelah 

direkonseptualisasi hak eksplorasi yang berasal dari hak menikmati 
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menghasilkan berupa data atau informasi hasil dari kegiatan eksplorasi atas 

tanah yang dikuasai. Selain itu berkaitan dengan hak eksploitasi  Dalam 

kegiatan ini maka yang terjadi adalah penguasaan atas data dan informasi 

berkaitan dengan benda yang beradyang dihasilkan adalah mineral dan 

batubara yang pada awalnya termasuk benda tanah, setelah di 

rekonseptualisasi mineral dan batubara termasuk kedalam benda dalam 

tanah yang bentuk hak kebendaannya berupa hak milik . 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya dapat diajukan saran penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Disarankan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan 

pembaharuan konsep benda dalam hukum adat dalam kegiatan 

ekplorasi tambang mineral dan batu bara terutama sehubungan dengan 

konsep hak kebendaan dalam kegiatan eksplorasi yang menghasilkan 

data dan informasi dikaitkan dengan hak intelektual agar para pelaku 

usaha eksplorasi dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan yang 

dilakukannya. 

2. Disarankan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan 

pembaharuan konsep benda dalam hukum adat berkaitan dengan 

kegiatan ekplorasi tambang mineral dan batu bara dalam kaitannya 

dengan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi 

tambang tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
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terutama pelaku usaha atas ketentuan tentang eksplorasi tambang 

mineral dan batu bara. 
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